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Pasal 40

(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.

(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.

Pasal 41

(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.

(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

. dalam hal:

a peraturan perundang-
dilakukan

penundaan dan
Pribadi;

pemrosesan Data

b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u

c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak

dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.

(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 42

(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:

a. telah...

terdapat ketentuan
undangan yang tidak
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a. telah mencapai masa retensi;

b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau

c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.

(2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(l) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi
dalam hal:

a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk
pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;

b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan
kembali persetqiuan pemrosesan Data Pribadi;

c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau

d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan
cara melawan hukum.

(21 Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data
Pribadi dalam hal:

a. telah habis masa retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkarr jadwal retensi arsip;

. b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;

c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses
hukum suatu perkara; dan/ atau

d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan
cara melawan hukum.

(2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 45. . .
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Pasal 45

Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.

Pasal 46

(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:

a. Subjek Data Pribadi; dan

b. lembaga.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:

Data Pribadi yang terungkap;

kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan

upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.

(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 47

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 48

(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

(2) Pemberitahuan . . .

a.

b.

c.
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(2) Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan
sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan,
peleburan, atau pembubaran badan hukum.

(3) Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan
hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan,
penyimpanan, pentransferan,
pemusnahan Data Pribadi dilalsanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau
pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud

'pada ayat (3) diberitahukan kepada Subjek Data
Pribadi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
ayat (21, dan ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 49

Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi
wajib melaksanakan perintah lembaga dalam rangka
penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan
Undang-Undang ini.

Pasal 50

(1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, PasaJ42,
Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c,
Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 45, dan Pasal 46
ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk:

kepentingan pertahanan dan keamanan nasional'

kepentingan proses penegakan hukum;
kepentingan urnum dalam rangka
negara; atau

d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara.

, atau

a.

b.

c.
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(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.

Bagian Ketiga

Kewajiban Prosesor Data Pribadi

Pasal 51

(1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor
Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan
pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah
Pengendali Data Pribadi.

(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang ini.

(3) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk dalam tanggung jawab Pengendali
Data Pribadi.

(4) Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data
Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data
Pribadi.

(5) Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetqiuan
tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum
melibatkan Prosesor Data Pribadi lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan
pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan
yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi, pemosesan
Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data
Pribadi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39
berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi.
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Bagian Keempat

Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi

Pasal 53

(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:

a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;

b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;' dan

c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.

(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

Pasal 54

(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
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dan memberikan saran kepada
Pengendali Data Pribadi atau Frosesor Data Pribadi
agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang
ini;

b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap
Undang-Undang ini dan kebljakan Pengendali Data
Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;

c. memberikan saran mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi dan memantau kine{a
Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
dan

d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung
' untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data

Pribadi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi
memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data
Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang
lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas
yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

TRANSFER DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum
Negara Republik Indonesia

Pasal 55

(1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer
. Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

a.
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(2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data
Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib
melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum
Negara Republik Indonesia

Pasal 56

(1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer
Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau
Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalarn Undang- Undang ini.

(2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Pengendali Data Pribadi wajib
memastikan negara tempat kedudukan Pengendali
Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang

. menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat
Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi
dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib
memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang
memadai dan bersifat mengikat.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data
Pribadi wajib mendapatkan persetqiuan Subjek Data
Pribadi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi' diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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